PERATURAN PEMERI NTAH
PENGGANTI  UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMCR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOM  KHUSUS BAG PROVI NSI PAPUA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kenudi an
ber ubah nenj adi Provinsi Papua Barat, dal am kenyataannya tel ah
nmenj al ankan urusan penerintahan dan penbangunan serta
nmenberi kan pel ayanan kepada masyar akat sej ak tahun 2003, nanun
bel um di berl akukan O onom Khusus berdasarkan Undang- Undang
Nonmor 21 Tahun 2001 tentang O onom Khusus Bagi Provinsi
Papua;

b. bahwa penberl akuan QG onom Khusus bagi Provinsi Papua Barat
mener | ukan kepastian hukum yang sifatnya nendesak dan segera
agar tidak neninbul kan hanbatan percepatan penbangunan
khususnya bidang sosial, ekonom , dan politik serta
infrastruktur di Provinsi Papua Barat;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nonmor 21 Tahun 2001 tentang O onom Khusus Bagi Provinsi
Papua;

Mengi ngat :

1. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

2. Undang- Undang Nonor 21 Tahun 2001 tentang G onom Khusus Bagi
Provi nsi Papua (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nonmor 135, Tanmbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor
4151);

3. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenbaran Negara Republik | ndonesia Tahun 2004 Nonor 125 dan
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor 4437),
sebagai mana tel ah diubah dengan Undang-Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
Undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah nenjadi
Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2005
Nonmor 108 dan Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 4548) ;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG UNDANG NOMCR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOM  KHUSUS BAG
PROVI NSI  PAPUA.



Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Undang- Undang Nonor 21 Tahun 2001 tentang

& onom

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lenbaran Negara Republik

I ndonesi a Tahun 2001 Nonor 135, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Nonmor 4151) di ubah sebagai berikut:

1. Ket entuan Pasal 1 huruf a diubah, sehingga Pasal 1 berbuny
sebagai beri kut :

"Pasal 1

Dal am Undang- Undang i ni yang di maksud dengan:

a.

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kenudi an
menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang
di beri G onom Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan
Republ i kK I ndonesi a.

G onom Khusus adal ah kewenangan khusus yang diakui dan
di beri kan kepada Provinsi Papua untuk nengatur dan
mengur us kepent i ngan masyar akat set enpat menur ut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar
masyar akat Papua.

Penerintah Pusat, selanjutnya disebut Penerintah, adal ah
per angkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri atas Presiden beserta para Menteri;

Penerintah Daerah Provinsi Papua adal ah Qubernur beserta
per angkat | ai n sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
Qubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut GQubernur,
adal ah Kepala Daerah dan Kepala Penerintahan yang
bertanggung jawab penuh nenyel enggarakan penerintahan di
Provi nsi Papua dan sebagai wakil Penerintah di Provinsi
Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang sel anjutnya disebut
DPRP, adal ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Papua sebagai badan |egislatif Daerah Provinsi Papua.

Maj elis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MP

adal ah representasi kultural orang asli Papua, yang
mem | i ki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan
hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada

penghormatan terhadap adat dan budaya, penberdayaan
per enpuan, dan pemantapan kerukunan hidup beraganma
sebagai mana di at ur dal am Undang-undang ini .

Lanbang Daerah adalah panji kebesaran dan sinbol

kul tural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam
bentuk bendera Daerah dan I|agu Daerah vyang tidak
di posi si kan sebagai sinbol kedaul at an.

Peraturan Daerah Khusus, yang sel anjutnya disebut

Per dasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dal am
rangka pel aksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-

undang ini.

Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut

Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam



rangka pel aksanaan kewenangan sebagai mana diatur dal am
per at ur an per undang- undangan.

Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecanmatan, adal ah
w | ayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah
Kabupat en/ Kot a.

Kanmpung atau vyang disebut dengan nama [|ain adal ah
kesat uan masyarakat hukum yang nmem i ki kewenangan unt uk
nmengatur dan nengurus Kkepentingan masyarakat setenpat
ber dasarkan asal -usul dan adat istiadat setenpat yang
di akui dal am si stem penerintahan nasi onal dan berada di
daer ah Kabupat en/ Kot a.

Badan Misyawarah Kanpung atau yang disebut dengan nana
lain adalah sekunpulan orang yang nenbentuk satu
kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam
kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga
setenpat untuk nenberi kan saran dan pertinbangan kepada
Pemer i nt ah Kanpung.

Hak Asasi Manusia, yang sel anjutnya di sebut HAM adal ah
seperangkat hak yang nel ekat pada haki kat dan keberadaan
manusi a sebagai makhl uk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan
mer upakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi ol eh negara, hukum penerintabh,
dan setiap orang dem kehormatan serta perlindungan
har kat dan martabat manusi a.

Adat adal ah  kebi asaan yang di akui, di pat uhi dan
di | enbagakan, serta dipertahankan oleh nasyarakat adat
set enpat secara turun-tenurun.

Masyar akat Adat adal ah warga nasyarakat asli Papua yang
hi dup dal am wi | ayah dan terikat serta tunduk kepada adat
tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara
par a anggot anya.

Hukum Adat adal ah aturan atau norma tidak tertulis yang
hi dup dal am masyarakat hukum adat, nengatur, nengikat
dan di pertahankan, serta nenpunyai sanksi .

Masyar akat Hukum Adat adal ah warga masyarakat asli Papua
yang sej ak kel ahi rannya hi dup dal am wi |l ayah tertentu dan
terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan
rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
Hak U ayat adalah hak persekutuan yang dipunyai ol eh
masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wlayah
tertentu yang nerupakan |ingkungan hidup para warganya,
yang neliputi hak untuk nenmanfaatkan tanah, hutan, dan
air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
O ang Asli Papua adalah orang yang berasal dari runpun
ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di

Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui
sebagai orang asli Papua ol eh nasyarakat adat Papua.
Penduduk  Provi nsi Papua, yang sel anjutnya disebut
Penduduk, adal ah senua orang yang nenurut ketentuan yang
berlaku terdaftar dan bertenpat tinggal di Provinsi
Papua. "

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf | dihapus,



sehi ngga Pasal 7 berbunyi sebagai beri kut:

"Pasal 7
(1) DPRP nenpunyai tugas dan wewenang:

a. di hapus;

b. nmengusul kan pengangkat an Quber nur dan Waki
Quber nur terpilih kepada Presi den Republ i k
| ndonesi a;

C. nmengusul kan penber henti an Qubernur dan/atau Wki l
Q@uber nur kepada Presiden Republik |ndonesi a;

d. menyusun dan nmenet apkan arah kebi j akan

penyel enggaraan penerintahan daerah dan program
penbangunan daerah serta tolok ukur Kinerjanya
ber sama- sama dengan Quber nur

e. nmenbahas dan nenetapkan Anggaran Pendapatan dan
Bel anj a Daerah bersanma-sanma dengan Quber nur

f. nmenbahas rancangan Perdasus dan Perdasi bersana-
sama dengan Qubernur;

g. nmenet apkan Perdasus dan Per dasi

h. ber sama Q@ubernur nmenyusun dan nenet apkan Pol a Dasar

Penmbangunan Provinsi Papua dengan berpedonan pada
Program Penbangunan Nasional dan nenperhatikan
kekhususan Provi nsi Papua;

i nmenberi kan pendapat dan perti nbangan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap rencana

perjanjian i nt er nasi onal yang nmenyangkut
kepenti ngan daer ah;
] - nmel aksanakan pengawasan t er hadap:
1) pel aksanaan Per dasus, Per dasi , Keput usan
@Qbernur dan kebijakan Penerintah Daerah
| ai nnya;

2) pel aksanaan pengurusan urusan peneri ntahan
yang nenj adi kewenangan Daerah Provinsi Papua;
3) pel aksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel anja

Daer ah;
4) pel aksanaan kerj asama i nt er nasi onal di
Provi nsi Papua.
k. menper hati kan dan nenyal urkan aspirasi, nenerinma
kel uhan dan pengaduan penduduk Provinsi Papua; dan
I di hapus.

(2) Pel aksanaan tugas dan wewenang sebagai mana di maksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesua
dengan peraturan perundang-undangan. "

Pasal 11

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- Undang ini mul ai berl aku pada
t anggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahui nya, mener i nt ahkan  pengundangan
Per at ur an Perer i nt ah Penggant i Undang- Undang ini dengan
penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a.



Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2008
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2008
MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
ANDI  MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2008 NOMOR 57.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH
PENGGANTI  UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A

NOMCR 1 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMCR 21 TAHUN 2001

TENTANG OTONOM  KHUSUS BAG PROVI NSI PAPUA

UMM

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kenudi an
nmenjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di Provinsi Papua Bar at
bel um di ber| akukan G onom Khusus berdasarkan Undang-Undang Nonor
21 Tahun 2001 tentang G onom Khusus Bagi Provi nsi Papua.

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kenudi an berubah

nmenj adi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya tel ah nenjal ankan
urusan penerintahan dan penbangunan serta nenberikan pel ayanan
kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberl akukan
G onom  Khusus Dberdasarkan Undang-Undang Nonor 21 Tahun 2001
tentang @ onom Khusus Bagi Provinsi Papua.
Penber | akuan QG onom Khusus bagi Provinsi Papua Barat nenerl ukan
kepasti an hukum yang sifatnya mnendesak dan segera agar tidak
nmeni nbul kan  hanbatan percepatan penbangunan khususnya bi dang
sosial, ekonom, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua
Bar at .

W/l ayah Provinsi Papua pada saat ini neliputi Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak MNunfor, Kabupaten
M m ka, Kabupaten Jayaw jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten
Pani ai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, Kota Jayapura,
Kabupat en War open, Kabupaten Supiori, Kabupaten Pegunungan Bi nt ang,
Kabupat en Yahuki no, Kabupaten Boven D gul, Kabupaten
Tol i kara, Kabupaten Keerom Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Sarm, Kabupaten Menberano Raya, Kabupaten Menberano



Tengah, Kabupaten Yalino, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga,
Kabupat en Puncak, dan Kabupat en Dogi yai .

W I ayah Provinsi Papua Barat pada saat ini neliputi Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Teluk Wbhndama, Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupat en Fak- Fak, Kabupaten Kai mana, Kabupaten Sorong, Kabupaten
Raj a Anpat, Kabupaten Sorong Sel atan, dan Kota Sorong.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka optinalisasi
penyel enggaraan dan efektivitas penerintahan di Provinsi Papua
Barat, maka Undang-Undang Nonmor 21 Tahun 2001 tentang O onom
Khusus Bagi Provinsi Papua perlu diberlakukan juga bagi Provinsi
Papua Barat, sebagai dasar hukum pel aksanaan G onom Khusus di

Provi nsi Papua Bar at .

Ber dasar kan pertinbangan di atas maka sesuai dengan kewenangan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berpendapat bahwa
syarat hal ihwal kegentingan yang nenmaksa telah terpenuhi untuk
nmenet apkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Per ubahan atas Undang-Undang Nonor 21 Tahun 2001 tentang O onom
Khusus Bagi Provinsi Papua.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal |
Cukup j el as.

Pasal 11
Cukup j el as

TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A NOMOR 4842.



